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PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 7 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK HOTEL

ABSTRAK : Bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Tebo, dipandang perlu meningkatkan

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan

kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan Daerah pada masa

mendatang, untuk menggali Pendapatan Asli Daerah yang merupakan salah satu

sumber Pendapatan Daerah, perlu menetapkan Pajak Hotel dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Tebo;



Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-undang Nomor 54 Tahun

1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten

Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun

1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) Juncto Undang-

undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 54

Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,

Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara

Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);; Undang-

undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);; Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara

Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);; Undang-

undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak

(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3684);; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3685) Juncto Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 tambahan Lembaran

Negara Nomor 4048);; Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan

pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3686);; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran

Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);;

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran

Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);;

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah

dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun

2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);; Keputusan Presiden

Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-

undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan

Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999

Nomor 70);; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1983 tentang

Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;; Keputusan Menteri

Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan

Pajak Daerah;; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang

Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;; Keputusan Menteri dalam Negeri

Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur Pajak Daerah, Retribusi

Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain..



Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum pajak hotel, nama,

obyek dan subjek pajak, dasar pengenaan dan tarif pajak sebesar 10% (sepuluh

persen), wilayah pemungutan dan cara penghitungan pajak, masa pajak dan saat

pajak terutang, tata cara perhitungan dan penetapan pajak, tata cara pembayaran,

tata cara penagihan pajak, pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak, tata

cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau

pengurangan sanksi administrasi, keberatan dan banding, pengembalian kelebihan

pembayaran pajak, kadaluwarsa penagihan pajak, penyidikan oleh pejabat

pegawai negeri sipil tertentu, ketentuan pidana bagi wajib pajak yang karena

kealpaan atau kesengajaan tidak menyampaikan atau mengisi SPTPD dengan

tidak benar atau tidak lengkap yang merugikan keuangan daerah, serta ketentuan

penutup.

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Juli 2001.

Batang Tubuh : 16 Halaman

Penjelasan : 6 Halaman


